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SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

: OT.02.02/1/
: 08 April 2018
: 08 Februari 2023

/2023

Suprapto, SKM., M.Kes (Epid)
NIP 197005181993031001

NAMA SOP : PENGUSULAN KARTU PEGAWAI (KARPEG)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974
tentang pokok-pokok kepegawaian

2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

3. PP RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil

4. PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS

5. PP Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS

6. Peraturan MENKES nomor 33 tahun 2021 tentang organisasi dan tata keraja
KKP

7. Permen PAN Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP — AP

8. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes
RI

9. Kepmenkes RI nomor 17 tahun 2017 tentang tata naskah dinas dilingkungan
Kemenkes RI

Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait kepegawaian

Mampu menggunakan komputer

Rajin cekatan dan teliti

Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian
Memahami software SIMKA

arON =

Keterkaitan :

Peralatan / Perelengkapan :

1. SOP tatalaksana suar keluar
2. SOP pengagendaan surat
3. SOP penalaksanaan arsip

1. Peraturan perundang-undang yang berlaku dan yang terkait kepegawaian
2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet / folder

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA

4. Alat dokumentasi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP pengusulan kartu pegawai (Karpeg) ini tidak dijalankan, maka pegawai
yang bersangkutan tidak memiliki/mempunyai kartu pegawai dan dapat menghambat
proses naik pangkat pegawai yang bersangkutan

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setipa PNS wajib mempunyai
kartu pegawai (Karpeg)




PROSEDUR PENYUSUNAN PENGUSULAN KARTU PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
No. URAIAN KEGIATAN
KEPALA KANTOR KASUBAG ADUM ANQIIEEI/EZI;'\\‘/\(I;;;CN)LA Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Menginstruksikan kepada pengeloa kepegawaian untuk
1 |mendata pegawai yang belum mempunyai kartu :] Instruksi 15 mnt berkas usul karpeg
pegawai .
mendata pegawai yang belum mempunyai kartu
2 |pegawai dan mengumpulkan kelengkapan berkas serta berkas usul karpeg 60 mnt berkas usul karpeg
membuat usul online T L
Memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama berkas usul karpeq paraf
3 |dalam jabfung dan membuat surat usulan mohon berkas usul karpeg 15 mnt kasuba Ale?Mp
persetujuan pengangkatan pertama dalam jabfung ?Em 9
4 [Menyetujui dan menandatangani surat usul kartu se berkas usul karpeg paraf 10 mnt berkas usul karpeg net
pegawai yang telah diparaf oleh kasubag TU kasubag TU tandatangan kepala kantor
K _ K [Csetuju
Menerima kemabli berkas usul kartu pegawai, yang bekas usul karpeg net
telah ditandatangani kepala kantor dan selanjutnya berkas usul karpeg net tandatangan kepgle? kanto
5 [mengirimkan berkas usulan tersebut kepada biro 30 mnt

kepegawaian melalui unti utama untuk diusulkan
kepada BKN

tandatangan kepala kantor

dan bukti pengiriman berkas
ke unit utama




